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BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingat

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa guna meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu dilakukan
perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupeten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6396);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ayat (3) huruf d dihapus
dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2016 Nomor 8) sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 17

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
¢ merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan
sesuai dengan tingkatan Pelaksana SPD sebagaimana diatur
dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Perjalanan
Dinas; dan

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.

Biaya penginapan sebesar30% (tiga puluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan untuk:

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 (delapan)
jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang
sama,;

b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,
dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket
meetingfullboard,

c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan; dan

d. dihapus.

Bagi Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat diberikan
biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1
(satu) hari pada saat kepulangan.

Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan
dapat diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan
Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) diberikan sesuai bukti riil.

Bagi pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas

Jabatan di dalam Kota lebihdari 8 (delapan) jam diberikan biaya

penginapan dan dibayarkan secara at cost, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. melampirkan bukti penginapan;

b. tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan pulang;
dan

c. tidak berlaku bagi pelaksana SPD dalam daerah yang tidak
menggunakan biaya penginapan diberikan biaya penginapan
sebesar 30% (tiga puluh persen).




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,
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Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

AN FABRG

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 48



